
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat
II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 ten tang
Pernbentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembarari Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) dan
ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun
2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan,
Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk Pejabat
Penatausahaan Keuangan Pembantu dan mengusulkan
Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan untuk
kemudian ditetapkan oleh Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017
tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai
Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
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6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubaban Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintaban Daerab
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

8. Peraturan Pemerintab Nomor 53 Tabun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tabun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2017 Nomor 63, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan
Jabatan Fungsional Auditor (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2014 Nomor 26);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerab,
sebagaimana telab diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tabun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

ten tang
Republik

Lembaran

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Perbendabaraan Negara (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tabun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004
Nomor 66, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal II

Ketentuan dalam Lampiran VI Pasal 5 Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44
Tahun 2017 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2017 Nomor 44) diubah sehingga Lampiran VI berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PasalI

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURANBUPATI TABALONGNOMOR 44 TAHUN 2017
TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGANPEMERINTAH
KABUPATENTABALONG.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor
02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02 Tahun 2010 ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2017 Nomor 02);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor
05 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02);

17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2017 tentang
Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 44);
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BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2019 NOMOR o 9
ABDUL MUTHALIB SANGADJI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,•

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal t> ~ tfr t; G2 0 I9

~ ANANG SYAKHFIANI

, ~BUPATI TABALONG,

:- ~
~~

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal O~ ttl ~(t cOO I9
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_.s. ANANGSYAKHFIANI

NO URAIAN BESARAN KETERANGAN(SKPD)
(Rp)

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan 3.000.000 1. Badan Penanggulangan
SKPD (PPKSKPD) Bencana Daerah

2. Bendahara Pengeluaran 2.500.000 2. Semua Kecamatan
se Kabupaten

3. Bendahara Penerimaan 2.300.000

4. Pengurus Barang Pengguna / 2.500.000
Pengurus Barang Pembantu

5. Bendahara Pengeluaran Pembantu 2.200.000

6. Pejabat Penatausahaan Keuangan 1.900.000
Pembantu

7. Pembantu Pengurus Barang 500.000
Pengguna Kelurahan

8. Pembantu Pengurus Barang 500.000
Pengguna pada UPTD eli
lingkungan Pemerintah Kabupaten

i Tabalorig

9. Pengurus Barang Pengguna / 200.000
Pengurus Barang PembantuI Sekolah

BESARANTUNJANGANTAMBAHAN PENGHASlLAN BERDASARKANBEBAN
KERJA BAGI JABATAN PENGELOLAKEUANGANDI LINGKUNGAN

PEMERINTAHKABUPATEN TABALONG

LAMPIRAN
PERATURANBUPATI TABALONG
NOMOR 08 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURANBUPATI TABALONG
NOMOPR 44 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN
TAMBAHAN PENGHASlLAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TABALONG
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